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PUTUSAN
Nomor 0484/Pdt.G/2017/PA.Pyk
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Payakumbuh yang memeriksa dan mengadili perkara
tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis menjatuhkan putusan
dalam perkara Cerai Gugat antara:

Rini Maiyulita binti Rismen, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SMP,
pekerjaan mengurus rumah tangga tempat tinggal di Jorong Koto
Malintang, Kenagarian Balai Panjang, Kecamatan Lareh Sago
Halaban, Kabuapten Limapuluh Kota;
sebagai Penggugat;

Melawan

Yudi Indra Utama bin Renfrianto, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan
SMP, pekerjaan buruh harian lepas, tempat tinggal di Jalan Imam
Bonjol, RT.002 RW. 002 Kelurahan Padang Tinggi, Kecamatan
Payakumbuh Barat, Kota Payakumbuh;
sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan memeriksa bukti-bukti di

persidangan;

DUDUK PERKARA
Bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatannya tertanggal 04

Desember 2017 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama

Payakumbuh dalam register Nomor 0484/Pdt.G/2017/PA.Pyk, tanggal 04

Desember 2017 dengan dalil-dalil gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah isteri sah Tergugat yang menikah di Kantor
Urusan Agama Kecamatan Lareh Sago Halaban, Kabupaten Lima Puluh
Kota, pada tanggal 22 Juni 2007, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor:
250/01/V11/2007, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan
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Lareh Sago Halaban, Kabupaten Lima Puluh Kota, pada tanggal 25 Juni
2007.

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah
tangga di rumah orang tua Tergugat di Jl. Imam Bonjol, RT/RW. 002/002,
Kelurahan Padang Tinggi, Kecamatan Payakumbuh Barat, Kota
Payakumbuh, selama lebih kurang 5 bulan, kemudian sering berpindah-
pindah, dan terakhir pindah ke rumah orang tua Penggugat di Koto
Malintang, Nagari Balai Panjang, Kecamatan Lareh Sago Halaban,
Kabupaten Lima Puluh Kota.

3. Bahwa selama pernikahan Penggugat dengan Tergugat, telah bergaul
sebagai suami isteri, sudah dikaruniai tiga orang anak, yang bernama;

3.1. Diva Anggraini Putri, perempuan, umur 9 tahun
3.2. Silvia Maharani Dwi, laki-laki, umur 6 tahun
3.3. Muhammad Khalid Akhirul Sidiq, laki-laki, umur 4 tahun.
Bahwa anak yang bernama Diva Anggraini Putri dan Silvia Maharani Dwi

berada di bawah pengasuhan Tergugat, sedangkan anak yang bernama
Muhammad Khalid Akhirul Sidig, berada di bawah pengasuhan Penggugat.
4. Bahwa sejak tahun 2012, rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai
tidak rukun dan tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran
yang disebabkan karena;
4.1. Tergugat menikah lagi dengan seorang wanita yang bernama
Yani, awalnya Penggugat mencoba menerima sikap Tergugat tersebut,
namun sejak saat itu komunikasi antara Penggugat dengan Tergugat
mulai tidak baik, dan Tergugat mulai kurang bertanggung jawab dalam
memberikan nafkah kepada Penggugat, Tergugat memberikan uang
sesuka hati Tergugat saja, hingga hal ini sering memicu pertengkaran

antara Penggugat dengan Tergugat,
4.2. Tergugat sering meminum-minuman keras di rumah kediaman

bersama, Penggugat sudah sering mengingatkan Tergugat untuk tidak
meminum lagi, namun Tergugat malah memarahi Penggugat dengan
mengeluarkan kata-kata kasar.
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran rumah tangga Penggugat
dengan Tergugat terjadi pada bulan Mei 2013, yang disebabkan karena

anak Penggugat yang bernama Silvia Maharani Dwi mengadukan kepada
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Penggugat bahwa Tergugat sudah memiliki isteri lagi yang bernama Rini
yang tinggal di Harau, mendengar hal itu Penggugat langsung mendatangi
wanita tersebut ke rumahnya dan ternyata Penggugat mendapati Tergugat
bersama wanita tersebut, Tergugatpun mengakui bahwa Tergugat sudah
menikah lagi dengan Rini, mendengar hal itu Penggugat tidak bisa lagi
menerimanya, Penggugatpun mengatakan kepada Tergugat bahwa
Penggugat tidak sanggup menerima sikap Tergugat yang tidak pernah
berubah, hingga terjadilah pertengkaran antara Penggugat dengan
Tergugat, sejak saat itu Tergugat tidak pernah pulang ke rumah kediaman
bersama, dan sekarang Tergugat berada di JI. Imam Bonjol, RT/RW.
002/002, Kelurahan Padang Tinggi, Kecamatan Payakumbuh Barat, Kota
Payakumbuh.
6. Bahwa sejak kejadian pada bulan Mei 2013 tersebut, Tergugat tidak
pernah mengirimkan nafkah kepada Penggugat, serta antara Penggugat
dengan Tergugat sudah tidak satu tempat tinggal lagi yang sampai sekarang
sudah selama 4,5 tahun.
7. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat dan masing-masing pihak
keluarga, belum melakukan upaya untuk memperbaiki hubungan Penggugat
dengan Tergugat.
8. Bahwa berdasarkan uraian permasalahan di atas sekarang Penggugat
berkesimpulan tidak mau lagi untuk melanjutkan tali perkawinan dengan
Tergugat, oleh karena itu Penggugat memutuskan akan bercerai dari
Tergugat menurut peraturan hukum yang berlaku.
9. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat dalam
menyelesaikan perkara ini bersedia untuk membayar segala biaya yang
timbul sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Bahwa Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon
kepada Yth. Ketua Pengadilan Agama Payakumbuh C.qg. Majelis Hakim
Pengadilan Agama tersebut berkenan memeriksa dan mengadili gugatan

Penggugat ini, serta memberikan putusan sebagai berikut :

PRIMER:
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1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu ba’in sughra Tergugat (Yudi Indra Utama bin
Renfrianto) terhadap Penggugat (Rini Maiyulita binti Rismen)
3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sesuai dengan
ketentuan yang berlaku

SUBSIDER:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat dan
Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, Penggugat datang menghadap
sendiri, sedangkan Tergugat tidak datang dan tidak pula mengutus
wakil/kuasanya yang sah untuk menghadap di persidangan, meskipun Tergugat
telah dipanggil sesuai relass penggilan Nomor 0484/Pdt.G/2017/PA.Pyk,
tanggal 06 Desember 2017 dan 13 Desember 2017 vyang dibacakan di
persidangan, ketidakhadiran Tergugat tersebut tidak terbukti disebabkan oleh
suatu halangan yang sah, sehingga perkara ini diperiksa dan diputus tanpa
hadirnya Tergugat;

Bahwa karena Tergugat tidak hadir, maka usaha mediasi dan
perdamaian tidak dapat dilaksanakan, namun selama proses persidangan
Majelis tetap berusaha menasehati Penggugat untuk mempertahankan rumah
tangganya dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

Bahwa surat gugatan Penggugat telah dibacakan yang pada pokoknya
tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa karena Tergugat tidak hadir di persidangan maka jawaban
Tergugat tidak dapat didengar, sehingga proses sidang dilanjutkan pada tahap
pembuktian;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah
mengajukan alat-alat bukti di persidangan sebagai berikut:

A. Bukti Surat

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 250/01/VII/2007 tanggal 25 Juni 2007
yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama
Kecamatan Lareh Sago Halaban, Kabupaten Limapuluh Kota telah
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bermeterai cukup dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya oleh

Majelis, yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P

B. Bukti Saksi
1. Yeni Teti binti Rismen, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan
SLTP, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Jorong Koto
Malintang, Kenagarian Balai Panjang, Kecamatan Lareh Sago Halaban,
Kabuapten Limapuluh Kota. Saksi adalah kakak kandung Penggugat;

Di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai

berikut:
- Bahwa Saksi kenal dengan Tergugat;
- Bahwa Saksi kenal dengan Tergugat sejak Tergugat menikah
dengan Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah
pada tahun 2007;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah
pertama di rumah orang tua Tergugat selama 5 bulan, kemudian
pindah-pindah, dan terakhir pindah keumah orang Tua Penggugat di
Jorong Koto Malintang, Nagari Balai Panjang, Kecamatan Lareh
Sago Halaban, Kabupaten Limapuluh Kota sampai berpisabh;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 3 orang anak( 2
orang anak diasuh oleh Tergugat, dan 1 orang diasuh oleh
Penggugat);
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya
rukun, akan tetapi sejak tahun 2013 sudah tidak rukun lagi, sering
terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat dan mendengar Penggugat dan
Tergugat bertengkar;
- Bahwa setahu Saksi, penyebabnya karena Tergugat telah
menikah lagi dengan wanita lain, Tergugat sering meminum minuman

keras;
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- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal
selama lebih kurang 4 tahun;
- Bahwa Pihak keluarga tidak ada mengusahakan perdamaian
antara Penggugat dengan Tergugat;
2. Yuhernelis binti Malius, umur 38 tahun, agama Islam,
pendidikan SLTP, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di
Jorong Koto Malintang, Kenagarian Balai Panjang, Kecamatan Lareh
Sago Halaban, Kabuapten Limapuluh Kota, Saksi adalah tetangga
Penggugat;
Di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai
berikut:
- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat sejak kecil dan kenal
dengan Tergugat sejak Tergugat menikah dengan Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah
pada tahun 2007;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah
tangga di rumah orang tua Tergugat selama 5 bulan, kemudian
pindah, terakhir pindah ke rumah orang Tua Penggugat di Jorong
Koto Malintang, Nagari Balai Panjang, Kecamatan Lareh Sago
Halaban, Kabupaten Limapuluh Kota;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 4 orang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya
rukun, akan tetapi sejak tahun 2013 sudah tidak rukun lagi, sering
terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat dan mendengar Penggugat dan
Tergugat bertengkar;
- Bahwa setahu saya, penyebabnya karena Tergugat telah
menikah lagi dengan wanita lain dan Tergugat suka meminum
minuman keras;

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan isteri baru Penggugat;
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- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal
selama lebih kurang empat setengah tahun lamanya;

- Bahwa pihak keluarga tidak ada mengusahakan perdamaian
antara Penggugat dengan Tergugat;

Bahwa Penggugat menyatakan keterangan saksi telah cukup;

Bahwa Penggugat dalam kesimpulannya menyatakan tetap dengan
gugatannya dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk segala hal yang
tercantum dalam berita acara sidang yang merupakan bagian yang tidak
terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah
sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini merupakan kewenangan absolut Peradilan
Agama, sesuai ketentuan Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun
2006 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang
Peradilan Agama dan Pengadilan Agama Payakumbuh secara relatif
berwenang mengadili perkara tersebut sesuai Pasal 73 ayat (1) Undang-
Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka secara formil gugatan Penggugat dapat
diterima, diperiksa, dan diadili;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan
patut untuk menghadap di persidangan, sesuai Pasal 26 ayat (1) Peraturan
Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, ternyata Tergugat tidak hadir dan tidak pula
mengutus wakil/kuasanya yang sah serta tidak pula ketidakhadirannya tersebut
disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka dengan tidak hadirnya
Tergugat tersebut harus dinyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi
dan patut untuk datang menghadap di persidangan, tidak hadir. Maka sesuai
dengan Pasal 149 ayat (1) dan Pasal 150 R.Bg, perkara ini dapat diperiksa dan
diputus tanpa hadirnya Tergugat (Verstek);

Menimbang, bahwa berhubung Tergugat tidak pernah hadir, maka
upaya damai dan mediasi sebagaimana dikehendaki Pasal 154 ayat 1 R.Bg,

dan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama
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sebagaimana telah diubah dan ditambah untuk kedua kalinya dengan Undang-
Undang Nomor 50 Tahun 2009, jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9
tahun 1975, jo Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam dan Pasal 7 ayat 1 Peraturan
Mahkamah Agung RI Nomor 1 tahun 2016 tentang prosedur mediasi di
pengadilan tidak dapat dilaksanakan, namun Majelis Hakim tetap memberikan
nasehat kepada Penggugat agar berupaya memperbaiki dan mempertahankan
keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;
Menimbang, bahwa yang menjadi dalil pokok gugatan Penggugat

dalam perkara ini adalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak
rukun lagi sejak tahun 2012, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang
disebabkan karena Tergugat menikah lagi dengan seorang wanita yang
bernama Yani, Tergugat sering meminum-minuman keras di rumah kediaman
bersama, sehingga antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal
sejak bulan bulan Mei 2013 dan sampai sekarang tidak bersatu lagi dan pihak
keluarga telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat tetapi tidak
berhasil;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat telah
mengajukan bukti di persidangan, yaitu berupa bukti (P) dan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti (P) merupakan potokopi sah dari suatu akta
otentik, khusus dibuat sebagai alat bukti, setelah diteliti oleh majelis ternyata
telah memenuhi syarat formil dan materil sesuai ketentuan Pasal 285 RBg, oleh
karena itu dapat diterima sebagai bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P) harus dinyatakan terbukti
bahwa Penggugat dan Tergugat telah dan masih terikat dalam perkawinan yang
sah sehingga secara formil Penggugat adalah pihak yang berkepentingan
dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap bukti dua orang saksi, majelis berpendapat
bahwa kedua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat formil karena
masing-masing telah hadir, dalam hal ini secara pribadi, di depan persidangan
dan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya serta tidak terhalang
secara hukum untuk didengar kesaksiannya sesuai dengan ketentuan Pasal
171 - 176 R.Bg. Dan secara materil keterangan kedua saksi tersebut relevan
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dengan dalil Penggugat dan tidak saling bertentangan satu sama lain yang
pada pokoknya kedua saksi menerangkan bahwa rumah tangga Penggugat
dengan Tergugat sejak tahun 2013 sudah tidak rukun dan sering terjadi
pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat telah menikah lagi dengan
wanita lain, Tergugat sering meminum minuman keras, antara Penggugat dan
Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak lebih kurang 4 tahun, pihak
keluarga telah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat tetapi tidak
berhasil sehingga telah sesuai dengan ketentuan Pasal 308 - 309 R.Bg., oleh
karena itu secara formil dan materil dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan pembuktian tersebut diatas ditemukan
fakta/peristiwa hukum sebagai berikut:

- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan
pertengkaran sejak tahun 2012 disebabkan Tergugat menikah lagi dengan
seorang wanita yang bernama Yani, Tergugat sering meminum-minuman
keras di rumah kediaman bersama;

- Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut Penggugat
dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Mei 2013;

------ Bahwa pihak keluarga telah berusaha mendamaikan Penggugat dan
Tergugat tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut, Majelis Hakim
berpendapat bahwa fakta tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal
19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f
Kompilasi Hukum Islam tahun 1991, yaitu rumah tangga Penggugat dan
Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada
harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga (onheelbaare tweespalt),
selain itu sekarang Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah, atas dasar
tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan
Tergugat telah berada dalam kondisi pecah (broken marriage) dan sudah sulit
untuk dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa mengenai penyebab perselisihan dan pertengkaran
tersebut yang berakibat terjadinya ketidak harmonisan dalam rumah
tangga Penggugat dan Tergugat, maka dalam hal ini Majelis juga sependapat
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dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Rl Nomor 38 K/AG/1990 tanggal 5
Oktober 1991 yang mengandung abstraksi hukum bahwa tidak perlu lagi
mempertimbangkan siapa yang menyebabkan timbulnya perselisihan tersebut,
melainkan ditekankan pada keadaan itu sendiri, apakah telah pecah/retak dan
sulit dipertahankan dan jika Hakim telah yakin pecahnya hati kedua belah pihak
yang berperkara yang menyebabkan pecahnya rumah tangga mereka, maka
berarti telah terpenuhi maksud Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9
tahun 1975;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dengan Yurisprudensi
Mahkamah Agung Rl Nomor 379 K/AG/1995 tanggal 22 Maret 1997 yang
mengandung abstrak hukum bahwa dengan keluarnya salah satu pihak dari
rumah yang selama ini menjadi tempat tinggal bersama dan tidak mau kembali
seperti semula, berarti telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara
keduanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan kondisi tersebut, maka dalam rumah
tangga Penggugat dan Tergugat sudah senyatanya tidak terwujud lagi tujuan
perkawinan, sebagaimana penafsiran “a contrario” dari ketentuan Pasal 1
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam
(Inpres Nomor 1 Tahun 1991) serta Firman Allah SWT dalam Al-Qur’an surat
Ar-Rum ayat 21 yang berbunyi:

SN PH [ A TE P T IR RN Y D L

Artinya : Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia

menciptakanuntukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu

cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan
dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang.

Menimbang, bahwa dari apa yang diuraikan di atas, maka Majelis
berpendapat pintu perceraian dapat dibuka guna menghindarkan para pihak
dari kemelut rumah tangga yang berkepanjangan yang akan membawa
mudharat kepada kehidupan Penggugat dan Tergugat apabila rumah tangga
tetap dipertahankan, sedangkan kemaslahatan harus diutamakan sebagaimana

kaidah fighiyah yang berbunyi sebagai berikut:
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dloot | > o o | auw Lol i,
Artinya : Menolak kesusahan (madharat) itu harus didahulukan (diutamakan)

daripada mengambil kemaslahatan;

Menimbang, bahwa Majelis perlu mengetegahkan dalil/lhujah syar'iyyah
dari Kitab Ghayatul Maram halaman 162 yang selanjutnya diambil alih
sebagai pendapat Majelis sebagai berikut:

asll olall ade gl lg>g ) azg 3l aut I pac awl 13l
Artinya : Dan apabila ketidak-sukaan istri terhadap suaminya sudah
sedemikian memuncak, maka Hakim boleh menjatuhkan talak
suaminya dengan talak satu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, sesuai
dengan Pasal 39 ayat (2) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo Pasal 19
huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f)
Kompilasi Hukum Islam, gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat
dapat dikabulkan;

Menimbang, berdasarkan Pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7
Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dengan Undang-
Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah kembali dengan Undang-Undang
Nomor 50 Tahun 2009 dan maka secara ex officio Majelis memerintahkan
Panitera Pengadilan Agama Payakumbuh untuk selambat-lambatnya dalam
waktu 30 hari, mengirimkan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum
tetap, kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat
kediaman Penggugat dan Tergugat dan perkawinan dilangsungkan, maka
berdasarkan ketentuan pasal tersebut majelis memerintahkan Panitera
Pengadilan Agama Payakumbuh untuk mengirimkan salinan putusan perkara
ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat
Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Lareh Sago Halaban, Kabupaten
Limapuluh Kota, Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan
Payakumbuh Barat, Kota Payakumbuh untuk dicatat dalam daftar yang
disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa perkara ini masuk dalam bidang perkawinan maka

berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang
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Peradilan Agama, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun
2006 dan diubah kembali dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009,
biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan

hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk
datang menghadap sidang, tidak hadir;
Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;

3. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (Yudi Indra Utama bin
Renfrianto) terhadap Penggugat (Rini Maiyulita binti Rismen) ;

4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Payakumbuh untuk
mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada
Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Lareh Sago
Halaban, Kabupaten Limapuluh Kota, Pegawai Pencatat Nikah Kantor
Urusan Agama Kecamatan Payakumbuh Barat, Kota Payakumbuh untuk
dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini
sejumlah Rp339.000,00 (tiga ratus tiga puluh sembilan ribu rupiah).

Demikianlah diputus dalam sidang permusyawaratan majelis Pengadilan

Agama Payakumbuh pada hari Selasa tanggal 19 Desember 2017 M

bertepatan dengan tanggal 30 Rabiulawal 1439 H, oleh Dra. Hj. Zurniati, Ketua

Majelis, dihadiri oleh Efidatul Akhyar, S.Ag. dan Roli Wilpa, S.H.l., M. Sy.,

Hakim-Hakim Anggota dan diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut

dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan dihadiri oleh

Efidatul Akhyar, S.Ag. dan Roli Wilpa, S.H.l.,, M. Sy., Hakim-hakim Anggota

serta Mulyani, S.H. sebagai Panitera  Pengganti dengan dihadiri oleh

Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota Ketua Majelis
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Efidatul Akhyar, S.Ag. Dra. Hj. Zurniati
Hakim Anggota

Roli Wilpa, S.H.l., M. Sy.
Panitera Pengganti

Mulyani, S.H.
PERINCIAN BIAYA :

1. Biaya Pendaftaran : Rp 30.000,00

2. Biaya ATK : Rp 50.000,00

3. Biaya Leges : Rp 3.000,00

4, PNBP lainnya : Rp 5.000,00

5. Biaya Panggilan : Rp.240.000,00

6. Redaksi : Rp 5.000,00

7. Materai : Rp__ 6.000,00

Jumlah Rp339.000,00 (tiga ratus tiga puluh sembilan ribu
rupiah)
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